
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3823); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi 
pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2022, 
perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan 
perkembangan keadaan yaitu asumsi prioritas 
pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, 
keuangan daerah dan rencana program dan kegiatan 
RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022; 

BUPATIBENGKAYANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 

PERATURANBUPATIBENGKAYANG 
NOMOR 51 TAHUN 2022 

TENT ANG 

BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

-2- 



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5178); 
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2021 tentang 
Ka bu paten 
Kabupaten 

24. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Bengkayang Tahun 2022 (Berita Daerah 
Bengkayang Tahun 2021 Nomor 32); 

23. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah di 
Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54); 

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 6); 

21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 
Nomor 7); 

20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 4); 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR .,.-~ .. 

OBAJA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal '\ .4,11.s~ 2022 

SEBAS'UI\.NUS DARWIS 

-m::f PATI BJlJf G KAY ANG, 

Ditetapkan di Bengkayang 
pada tanggal "1 ~uffu s 2022 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(1) Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bengkayang 
berpedoman kepada RKPD Perubahan Kabupaten Bengkayang Tahun 
2022 yang telah disusun kedalam dokumen Kebijakan Umum 
Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten 
Bengkayang Tahun 2022, sebagai bahan pembahasan Perubahan 
kebijakan umum dan Perubahan prioritas anggaran dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

(2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bengkayang 
menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 
untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. 

(3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 
32) diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI ATAS PERUBAHAN PERATURAN 
BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
BENGKAYANG TAHUN 2022 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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